
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislcm 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclcnggaru 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi da.: 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun J 999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tcntang Pcmbcntukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Lambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dacrah 
Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapaian 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu menctapkan 
Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Menimbang 

WALIKOTA MAKASSAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 
NOMOR 47 TAHUN 2017 

PROVINSISULAWESISELATAN 
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 

10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 teritang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lentang 
Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 517); 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar tahun 2009 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 ten tang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 
2012); 

35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 
2011 Nomor 12); 

36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 ten tang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 
2011 Nomor 13); 

37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2012 Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Alas 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar 
Tahun 2016 Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 ten tang 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 
2016 Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2017 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nornor 6); 

41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 69); 

42. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah 
Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28); 

43. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar 
(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29); 



Rp 4.117.588.616.000,00 

Rp 2.812.620.498.500,00 
---------- (+) 

Rp 253.642.532.866,00 
Rp 1.689.568.987.240,00 
Rp 869.408.978.394,00 

Rp 1.304.968.117.500,00 

--------- (+) 

49.557.501.500,00 Rp 

1.094.538.000,00 Rp 

Rp 1.107.665.078.000,00 
Rp 
Rp 
Rp 146.651.000.000,00 
Rp 
Rp 

Rp 3.898.108.616.000,00 

(+) 
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Jumlah Belanja Daerah (1 + 2) 

Jumlah Belanja Langsung 

2. Belanja Langsung: 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Barang dan Jasa 
c] Belanja Hibah 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

h) Belanja Tidak Terduga 

1. Belanja Tidak Langsung: 
a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Sunga 

c) Belanja Subsidi 
d) Belanja Hibah 
e) Belanja Bantuan Sosial 
D Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerin tah Des a 

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, 
Pemerintah Desa dan Partai Politik 

b. Belanja Daerah: 

Jumlah Pendapatan 

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 504.490.600.000,00 

Rp 1.483.713.060.000,00 

Rp 1.909.904.956.000,00 

1. Pendapatan Asli Daerah 
2. Dana Perimbangan 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah 
Rp4. 117.588. 616. 000, 00, dengan rincian se bagai beriku t: 

a. Pendapatan: 

44. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 
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BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 4 7 

BASO AMIRUDDIN 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 15 Desember 2017 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 15 Desember 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 2 

Rp 219.480.000.000,00 Jumlah Pendapatan 
(+) 

Rp 219.480.000.000,00 
Rp 

c. Pembiayaan Daerah: 
1. Penerimaan Pembiayaan 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

TTD

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


